BUPATI BANYUMAS

Menimbang

Mengingat

PERATURAMN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KAGLUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

EUPEATI BANYUMAS,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 151 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nemar 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal
330 avat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedocman Pengslolaan Keuangan Daerah sebagaimana lelah
diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 59 Tahun
2007 perlu menectapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah |

. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Nomar 2 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Dazrah Kabupaten Banyumas perlu ditinjau kembali ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf b, peru mencstapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan
Prosedur Pence'alaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas |

Undang-Undang MNomor 13 Tahun 1850 tentang Pembentukan
Daeran-daesrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomaor 17 Tahun 1930 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Megara Republik Indonseia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan | e nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) |

. Undang-Undang Nomaor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Kerupsi, Kolusi dan MNepotisme
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuangansMegara

(Lembaran Megara Hepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) .
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Undang-Urdarg Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan [ embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ;
Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Ferundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tanhun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang MNomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Daerah (Lembar MNecara Republik Indonesia Tahun 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan anlasra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNogara Hepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan | embaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4438) ;

. Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Noemaor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomar 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Femarintah ¢

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntas! Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomaer 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Pemerintan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan [ayanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2005 Nemor 48, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonssia Nomor 4502 ;

Peraturan Pemearintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 200% MNomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45023 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraluran Femennlah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia’ Nomor
4575) , i



15. Peraturan Pemerintah Nﬂwﬁm}'wqbzﬂﬂiﬁmusmem
Informasi Keuangan Daerah Q&ﬁ&’ 3L Nig Rnghlk Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lemhar E'ﬁeg:-ut:-li}'.:

Indonega MPIvNE* ftAquaAX HAREAG 2IAATEANEE :
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 MNemor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;

17. Peraturan PEniint@he BERISS FAGMANEDS, Jpntang Pengelolaan
Keuangan Daerabbiid nBhasn gRepu Indonesia Tahun
2005 NomoR Q@0 TEOIR@RNADENEaEn Neggra Republik Indonesia
Nomor 4578) ;

0= HomBRrdany HifEe Wﬂ 2008 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinera Inst r'ﬁ'E' Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomaor 25. Tambahan Lembaran
' Negara Republik Indonesia Nomor 4614 :

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor & Tahun 2008
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nemor 2 SeriE ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun

2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

o Ditetapkan di Purwokerto
d ikl b |
padatanggal 2 Juli 2009




